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BUPATI BADUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan bagian
integral penyelenggaraan Pemerintahan dalam kerangka mewujudkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta pelestarian lingkungan hidup;

bahwa stabilitas dan kemajuan perusahaan membutuhkan iklim yang
kondusif dan sinergitas dengan masyarakat lingkungannya, Pemerintah
Daerah dan daya dukung lingkungan alam;

bahwa pesatnya perkembangan Perusahaan di Daerah telah memberi
kontribusi positif terhadap kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, namun belum memberi kontribusi secara periodik, berkelanjutan
dan berkeadilan terhadap lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut
melakukan kegiatan usaha;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah —
daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah — daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4884);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian
Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5305);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-
05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

Menetapkan

dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN.
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KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Badung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Badung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah
kewajiban setiap perusahaan untuk membiayai dan/atau memfasilitasi
Program Pemerintah Daerah yang terkait dengan peningkatan kualitas
kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun
lingkungan alam berdasarkan azas kesetaraan dan keadilan.

Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha
yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun
perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal,
serta bertujuan memperoleh keuntungan.

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan usaha
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi
dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-
Undang.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang
memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan
peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan
generasi masa depan.

Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang
perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan
sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan TJSP.

Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan
perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai
kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi
atau berpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan
yang bersangkutan.

Fasilitas TIJSP adalah bentuk penghargaan, kemudahan dan atau keringanan
yang diberikan pemerintah daerah bagi perusahaan yang melaksanakan
TJSP.

Pembiayaan TJSP adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk
pelaksanaan TJSP yang bersumber dari sebagian keuntungan atau
dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi
lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.



Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang TJSP meliputi perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum TJSP
di Daerah dalam melaksanakan kewenangan ekonominya.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam

wilayah Daerah dan/atau kawasan yang secara langsung menerima dampak
atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a.

memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Program
TJSP di Daerah; dan

memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku
kepentingan atas pelaksanaan Program TJSP agar sesuai dengan program
pembangunan Daerah khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan
peningkatan kualitas hidup masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 4

Tujuan umum TJSP adalah :

a.

untuk meningkatkan kualitas hidup dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat di Daerah pada umumnya dan masyarakat sekitar perusahaan
beroperasi;dan

untuk meningkatkan kelestarian lingkungan di wilayah Daerah dan
dikawasan sekitar perusahaan beroperasi yang bermanfaat bagi perusahaan
sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat umum.

Pasal 5

Tujuan khusus TJSP meliputi :

a.

terwujudnya batasan yang jelas tentang Tanggung Jawab Sosial termasuk
lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;

terpenuhinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;

terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha
dalam pelaksanan TJSP secara terpadu dan berdaya guna;

melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan
pihak-pihak yang tidak berwenang;



5

e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan
dampak positif keberadaan perusahaan; dan

f. terwujudnya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada
dunia usaha yang telah melakukan TJSP dengan memberikan penghargaan
serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB Il
ASAS DAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 6

Penyelenggaraan TJSP diselenggarakan dengan asas :
Kepastian hukum;

Kepentingan umum;
Keterpaduan;
Partisipatif dan aspiratif;
Keterbukaan;
Keberlanjutan;
Kemandirian;
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Berwawasan lingkungan; dan

Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 7

TJSP di Daerah diselenggarakan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal
masyarakat Daerah, dengan mengedepankan prinsip :
Transparansi;

Akuntabilitas;
Profesional;

Kreatif dan Inovatif;
Terukur;
Berkeadilan;dan
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Program perbaikan berkelanjutan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Bagian Kesatu
Hak Perusahaan
Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan berhak :
a. menentukan program TJSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang
bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah;



